
 

Nomor Daftar FPIPS : 3337/UN40.F2.1/PT/2022 

PERAN ANGGOTA PEREMPUAN BADAN PERMUSYAWARATAN 

DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SEBAGAI WUJUD 

PARISIPASI WARGA NEGARA 

(Studi Deskriptif Anggota Perempuan Badan Permusyawaratan Desa 

Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor) 

 

SKRIPSI 

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

Naufal Muhamad Zahir 

1804489 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 

FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 

BANDUNG 

2022 



 

Naufal  Muhamad Zahir, 2022  
PERAN ANGGOTA PEREMPUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN 
PERATURAN DESA SEBAGAI WUJUD PARTISIPASI WARGA NEGARA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

PERAN ANGGOTA PEREMPUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SEBAGAI WUJUD 

PARISIPASI WARGA NEGARA 

(Studi Deskriptif Anggota Perempuan Badan Permusyawaratan Desa Sukaraja, 

Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor) 

 

Oleh: 

Naufal Muhamad Zahir 

1804489 

 

Sebuah Skripsi yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan 

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  

 

 

© Naufal Muhamad Zahir 

Universitas Pendidikan Indonesia 

Juni 2022 

 

 

 

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang 

Skripsi ini tidak boleh diperbanyak, seluruhnya atau sebagian, dengan dicetak 

ulang, di photocopy, atau cara lainnya tanpa ijin dari penulis 

 

 



 
 

Naufal  Muhamad Zahir, 2022  
PERAN ANGGOTA PEREMPUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN 
PERATURAN DESA SEBAGAI WUJUD PARTISIPASI WARGA NEGARA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI 

NAUFAL MUHAMAD ZAHIR 

PERAN ANGGOTA PEREMPUAN BADAN PERMUSYAWARATAN 

DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SEBAGAI WUJUD 

PARISIPASI WARGA NEGARA 

 

Disetujui dan disahkan pembimbing: 

 

Pembimbing I 

 

 

Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., S.H., M.H., M.Si. 

NIP. 19690929 199402 1 001 

 

Pembimbing II 

 

 

Sri Wahyuni Tanszhil, S.Pd., M.Pd. 

NIP. 19870317 201404 2 002 

 

Mengetahui  

Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

 

 

Dr. Susan Fitriasari, M.Pd 

NIP. 19820730 200912 2 004 



 
 

Naufal  Muhamad Zahir, 2022  
PERAN ANGGOTA PEREMPUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN 
PERATURAN DESA SEBAGAI WUJUD PARTISIPASI WARGA NEGARA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Skripsi ini telah diuji pada  

Hari/Tanggal : 

Tempat : 

Panitia Ujian Terdiri dari 

1.  Ketua : 

 

 

Prof. Dr. Agus Mulyana, M.Hum.  

NIP. 19660808 199103 1 002 

2. Sekretaris : 

 

 

Dr. Susan Fitriasari, M.Pd.  

NIP. 19820730 200912 2 004 

3. Penguji : 

Penguji I, 

 

 

__________________________ 

NIP. 

Penguji II, 

 

 

__________________________ 

NIP. 

Penguji III, 

 

 

__________________________ 

NIP. 

  

 



 
 

Naufal  Muhamad Zahir, 2022  
PERAN ANGGOTA PEREMPUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN 
PERATURAN DESA SEBAGAI WUJUD PARTISIPASI WARGA NEGARA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

PERNYATAAN TENTANG KEASLIAN SKRIPSI 

 

 Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Perang Anggota 

Perempuan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa 

sebagai Wujud Partisipasi Warganegara” ini benar dan seluruh isinya adalah benar-

benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan Penjiplakan atau Pengutipan 

dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam 

masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi 

apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada 

klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya ini.  

        Peneliti, 

    

       Naufal Muhamad Zahir 

 

 

  



 
 

Naufal  Muhamad Zahir, 2022  
PERAN ANGGOTA PEREMPUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN 
PERATURAN DESA SEBAGAI WUJUD PARTISIPASI WARGA NEGARA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas izinnya 

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul PERAN ANGGOTA 

PEREMPUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM 

PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SEBAGAI WUJUD PARISIPASI 

WARGA NEGARA.  

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan pada program studi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia.  

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah 

membantu, memberikan motivasi, dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini 

sehingga segala kendala dan kesulitan dapat teratasi. Peneliti berharap segala 

kebaikan tersebut akan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat. Semoga skripsi 

ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya, dan peneliti khususnya, Aamiin 

Allahuma Aamiin.  



 
 

Naufal  Muhamad Zahir, 2022  
PERAN ANGGOTA PEREMPUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN 
PERATURAN DESA SEBAGAI WUJUD PARTISIPASI WARGA NEGARA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

UCAPAN TERIMAKASIH 

Alhamdulillaahirabbil ‘alamin. Bersyukur kepada Allah subhanahu 

wata’ala, tidak mungkin skripsi ini rampung dikerjakan kecuali atas diberikannya 

kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta’ala. Puji syukur kehadirat-Nya memberikan 

penulis kelapangan sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Laa hawla walaa 

quwwata illaa billaah. Melalui bagian ini, peneliti ingin mengucapkan banyak 

terima kasih pada seluruh pihak yang telah membantu proses menyusun skripsi ini. 

1. Untuk orang tua tercinta, mamah dan almarhum papah, Rini Mauludianti dan 

Herman Bestari yang telah dengan tulus membesarkan dan mendidik anaknya 

hingga bisa mendapatkan gelar sarjana. Allah senantiasa bersama mamah dan 

papah. Semoga senantiasa dilimpahkan keberkahan. 

2. Kakak saya, Muhammad Zoelva Miraj telah mendukung adiknya dalam 

berbagai aspek sehingga mampu menyelesaikan studi dengan sangat 

berkecukupan, tak lupa adik saya Muhammad Tubba Al-Fathdry yang 

membantu saya menjaga mamah ketika saya merantau kuliah.  

3. Bapak Prof. Dr. M. Solehuddin, M.Pd., M.A. sebagai Rektor Universitas 

Pendidikan Indonesia 

4. Bapak Prof. Dr. Agus Mulyana, M.Hum. sebagai Dekan FPIPS UPI yang telah 

memberikan izin penelitian skripsi dan menjadikan FPIPS sebagai zona 

nyaman dan tempat berjuang untuk berproses bagi saya pada masanya. 

5. Ibu Dr. Susan Fitriasari, M.Pd. sebagai Ketua Program Studi Pendidikan 

Pancasila Kewarganegaraan yang telah memfasilitasi penulis untuk 

mengerjakan penelitian skripsi ini. 

6. Bapak Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., S.H., M.Si., M.H. sebagai 

pembimbing I dalam penyusunan skripsi. Terima kasih juga prof atas 

bimbingan prof selama ini, baik bimbingan ruhiyah maupun bimbingan 

akademik. Semoga prof dilimpahkan keberkahan. 

7. Ibu Sri Wahyuni Tanshzil, S.Pd., M.Pd., sebagai pembimbing II yang telah 

membimbing sejak masuk sebagai mahasiswa baru di Program Studi 

Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan bimbingannya atas izin Allah swt. saya  

mendapatkan banyak sekali pengalaman dan prestasi. 



 
 

Naufal  Muhamad Zahir, 2022  
PERAN ANGGOTA PEREMPUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN 
PERATURAN DESA SEBAGAI WUJUD PARTISIPASI WARGA NEGARA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

8. Ibu Dr. Leni Anggraeni, M.Pd. sebagai dosen pembimbing akademik  yang 

selalu memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. Terima kasih atas segala bimbingan ibu. 

9. Seluruh Dosen Program Studi Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan 

yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat serta membentuk 

karakter diri bagi Penulis selama menjalani perkuliahan sampai saat ini. 

10. Pak Dena Irawan, S.I.Kom selaku staf tata usaha Departemen Pendidikan 

Kewarganegaraan yang telah banyak membantu dalam hal administrasi skripsi. 

11. Badan Permusyawaratan Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja Kabupaten 

Bogor yang telah bersedia menjadi lokasi penelitian Skripsi terkhusus Ibu Siti 

Pa Yayat dan Pa Hendra. 

12. Sahabat seperjuangan yang saya anggap seperti keluarga sendiri, Muhammad 

Irvan F.R., S.Pd., Muhammad Syahrul Romadoni, S.Pd, Abdillah Nazhif, 

S.Pd., Muhammad Royyan Mumtaz, S.Pd., Agung Nugraha Putra, S.Pd., 

Naufal Hidayah, S.Pd., Fajar S.M, S.Pd., Hari Nugraha Saputra, S.Pd. Semoga 

dilancarkan segala urusannya. 

13. Teman-teman PKn angkatan 2018, khususnya kelas 2018 A yang sudah 

menemani masa-masa perkuliahan. 

14. Rekan-rekan pengurus DPM HMCH 2019 yang mengajari saya kehidupan 

organisasi di kampus. 

15. Rekan-rekan pengurus DPM HMCH Parlemen Reformasi 2020 terutama para 

pimpinan alat kelengkapan dewan, Andien Gustiningtyas, S.Pd., Dwi Gita 

Cahyanurani, S.Pd., Liesmaning Swasti, S.Pd., Sri Wahyuni, S.Pd., dan Hafidz 

Noor, S.Pd. yang telah membantu saya memimpin lembaga ini.  

16. Kaka tingkat yang luar biasa memberikan bimbingan kepada saya, Kang 

Tarekh Febiana Putra, S.Pd., Mas Cahya Husta Handana., S.Pd., Kang Farent 

Bonatama Sagala, S.Pd., Kang Luqman A., S.E., Kang Fikrie Lazuardi, S.E., 

Teh Euis Cahyati, S.Pd., Teh Adhisty K., S.Kom., Teh Putri Sekar Melati, 

S.Pd. dan kakak tingkat lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 

17. Sahabat karib yang sudah saya anggap sebagai saudara sendiri, Yudha Wira 

Prayoga dan alm. Rizki Ramadhan yang banyak membatu saya mengatasi 

gagap teknologi dan teman diskusi segala macam topik. 



 
 

Naufal  Muhamad Zahir, 2022  
PERAN ANGGOTA PEREMPUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN 
PERATURAN DESA SEBAGAI WUJUD PARTISIPASI WARGA NEGARA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

18. Adik tingkat yang selalu memberikan dukungan, Ghina Nur Ihsani, Nandang, 

Bangun, Fachrul Dena, Indah dan adik tingkat lainnya. 

19. DPM REMA UPI Akselerator 2021, termasuk di dalamnya para pimpinan 

Rizal Maulana Yusuf, Rizky Ananda, Teh Salma K., Nurul Hidayah, Rahma 

A, L. Azizah F., Kang Abdullah, M Calvin, Teh Isma N.M., Farhan A, Eggy 

Herdiana, Teh Milla Hanifa, Rendy Hamdani, Kang Yaya, dan Nenden Kintani 

yang telah menemani dan mewarnai dunia organisasi kampus.  

20. Badan Legislasi DPM Rema UPI 2021, Septiani Puspita, Herra, Ilma, Axmal, 

Yogi, Ismail, Widia, Hayya, Shafa, Dian, dan Rizki yang membantu 

mengemban amanah dengan baik 

21. Rekan-rekan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) 

Komisariat Universitas Pendidikan Indonesia.   

Semoga Allah merahmati segala aktivitas bapak/ibu dan teman-teman semua. 

Diberikan ketenangan dalam hatinya, dilapangkan segala aktivitasnya. Semangat 

meraih cita-cita kita termasuk menggapai Surga Allah sebagai cita-cita utama kita. 

Aamiin.  



 
 

Naufal  Muhamad Zahir, 2022  
PERAN ANGGOTA PEREMPUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN 
PERATURAN DESA SEBAGAI WUJUD PARTISIPASI WARGA NEGARA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

ABSTRAK 

NAUFAL MUHAMAD ZAHIR (1804489) PERAN ANGGOTA 

PEREMPUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM 

PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SEBAGAI WUJUD PARTISIPASI 

WARGA NEGARA 

 

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi peraturan perUndang-Undangan yang 

memberikan kesempatan pada kalangan perempuan di desa untuk memiliki tempat 

dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dengan salah satu tugasnya 

membentuk kebijakan pemerintah desa dalam peraturan desa. Perwakilan 

perempuan di sini merupakan bentuk nyata partisipasi warga negara dalam kegiatan 

politik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait sejauh mana 

peran anggota perempuan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan 

peraturan desa dan tanggapan masyarakat perempuan di desa terhadap 

perwakilannya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini 

dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dengan narasumber 

yang dipilih secara purposive sampling dan teknik analisis data dengan cara reduksi 

data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi, serta melakukan 

validitas data. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (a) Pada tahap 

perencanaan peraturan desa, anggota perempuan Badan Permusyawaratan Desa 

memiliki peranan menjembatani aspirasi masyarakat kalangan perempuan sebagai 

dasari inisiasi atau penyertaan ide dalam pembentukan peraturan desa. (b) Pada 

tahap pembahasan peraturan desa, anggota perempuan Badan Permusyawaratan 

Desa bertugas untuk memastikan rancangan peraturan desa yang dibahas tidak 

memiliki ketimpangan dalam hal kebijakan sehingga tidak merugikan masyarakat 

perempuan di desa. (c) Pada tahap pengundangan peraturan desa, anggota 

perempuan BPD berperan mencari umpan balik atas peraturan desa yang telah 

ditetapkan berupa masukan, kritik dan aspirasi dari masyarakat guna dijadikan 

bahan evaluasi. (d) Pandangan masyarakat perempuan yang diwakili tokoh 

perempuan di setiap dusun memiliki pesan positif terhadap perwakilan politik 

mereka, anggota perempuan Badan Permusyawaratan Desa dianggap memiliki 

peran aktif dalam menggali, menampung, dan mengelola aspirasi masyarakat 

perempuan. (e) Kendala yang dihadapi anggota perempuan dalam pelaksanaan 

peranan pembentukan peraturan desa, dilihat dari dua faktor yaitu faktor internal 

dan eksternal. Faktor internal yang menjadi kendala adalah kapabilitas dan 

kemampuan finansial sedangkan faktor eksternal yang menjadi kendala adalah 

media penunjang dan rendahnya partisipasi masyarakat. 
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ABSTRACT 

 

NAUFAL MUHAMAD ZAHIR (1804489) THE ROLE OF FEMALE 

MEMBERS OF THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY IN THE 

ESTABLISHMENT OF VILLAGE REGULATIONS AS A FORM OF 

CITIZEN PARTICIPATION 

 

Abstract: This research is motivated by laws and regulations that provide 

opportunities for women in villages to have a place in the membership of the Village 

Consultative Body with one of their duties to form village government policies in 

village regulations. Female representation here is a tangible form of citizen 

participation in political activities. This study aims to provide an understanding of 

the extent of the role of female members of the Village Consultative Body in the 

formation of village regulations and the response of women communities in villages 

to their representatives. The data collection techniques carried out in this study 

were carried out by means of interviews, observations, documentation, with 

selected speakers by purposive sampling and data analysis techniques by means of 

data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification, and 

conducting data validity. From the results of this study, it was found that (a) At the 

planning stage of village regulations, female members of the Village Consultative 

Body have a role in bridging the aspirations of the community among women as the 

basis for initiation or inclusion of ideas in the formation of village regulations. (b) 

At the stage of discussion of village regulations, female members of the Village 

Consultative Body are tasked with ensuring that the draft village regulations 

discussed do not have inequality in terms of policies so as not to harm the women's 

community in the village. (c) At the stage of promulgating village regulations, 

female members of BPD play a role in seeking feedback on established village 

regulations in the form of input, criticism and aspirations from the community to 

be used as evaluation materials. (d) The view of the women's community 

represented by female leaders in each hamlet has a positive message towards their 

political representatives, female members of the Village Consultative Body are 

considered to have an active role in exploring, accommodating, and managing the 

aspirations of the women's community. (e) Obstacles faced by women members in 

the implementation of the role of village regulation formation, seen from two 

factors, namely internal and external factors. Internal factors that become 

obstacles are financial capabilities and capabilities while external factors that 

become obstacles are supporting media and low public participation. 
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